KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RISMANESWATI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 863785
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 217.000.000
1. MOTOR, YAMAHA BSD-I A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI CRETA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2022, LAINNYA Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 408.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. --=

Sub Total Rp. 1.043.000.000

. HUTANG Rp. 721.254.516

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 321.745.484
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
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pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MURSALIM NOHONG
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 869673
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 430.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
2. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG,
HASIL SENDIRI Rp. 30.300.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG,
HASIL SENDIRI Rp. 35.300.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MPV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

80.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.800.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 58.852.501
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 595.252.501
. HUTANG Rp. 30.208.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 565.044.001
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HAMZAH
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK . 666251
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

mom o 0

1. Tanah dan Bangunan Seluas 563 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 660 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000

3. Tanah Seluas 3.379 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL
SENDIRI Rp. 2.100.000.000

4. Tanah Seluas 6.581 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL
SENDIRI Rp. 3.500.000.000

5. Tanah Seluas 2.854 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL
SENDIRI Rp. 5.050.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.4 A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000

2. MOBIL, HONDA CR-V RE1l Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.

45.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.
KAS DAN SETARA KAS Rp.
HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp.

14.950.000.000

155.000.000

21.500.000
726.282.446
35.000.000
15.887.782.446
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1. HUTANG Rp. 910.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 14.977.782.446
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.




KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MAHATMA
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 1001509
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.713.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

2. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 213.000.000

4. Tanah Seluas 3.390 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 309.000.000

1. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

2.  MOBIL, HONDA BRIO RS MANUAL Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000

3. MOTOR, YAMAHA FILANO NEO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

29.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 228.550.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 2
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.512.193.958
F. HARTA LAINNYA Rp. 230.000.000

Sub Total Rp. 3.992.743.958



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

1. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.992.743.958
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUKRI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK . 644487
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.248.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 532.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 532.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 103.000.000
4. Tanah Seluas 6.000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 557.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.262.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.262.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 278.500.000
1. MOBIL, ISUZU PANTHER MINIVAN Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 52.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIVAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 225.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 393.500.000
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D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 210.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—ar

Sub Total Rp. 5.130.000.000

. HUTANG Rp. 1.666.251.900

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.463.748.100
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . SYAHDAR BABA
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 1015975
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.182.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000

2. Tanah Seluas 145 m2 di KAB / KOTA PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA MAROS,
HASIL SENDIRI Rp. 187.000.000

4. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL
SENDIRI Rp. 380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 77.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000

2. MOTOR, YAMAHA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

3. MOBIL, AVANZA VELOZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

70.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —
D. SURAT BERHARGA Rp. Ak,
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.849.857
F. HARTA LAINNYA Rp. "

Sub Total Rp. 1.262.349.857
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1. HUTANG Rp. 200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.062.349.857
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : A. MUJETAHID
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 514382
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

mom o 0

1. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL
SENDIRI Rp. 375.000.000

2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL
SENDIRI Rp. 440.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/32 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.570.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/32 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, YAMAHA 2SV/2011 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
1.400.000

2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

164.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.
KAS DAN SETARA KAS Rp.
HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp.

3.185.000.000

165.400.000

185.500.000

51.897.100

3.587.797.100
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1. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.587.797.100
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MURSALIM NOHONG
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 869673
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 430.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
2. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG,
HASIL SENDIRI Rp. 30.300.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG,
HASIL SENDIRI Rp. 35.300.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MPV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

80.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.800.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 58.852.501
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 595.252.501
. HUTANG Rp. 30.208.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 565.044.001
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANDI MUHAMMAD AKHMAR
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK . 643625
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.720.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

3. Tanah Seluas 103 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL
SENDIRI Rp. 550.000.000

4. Tanah Seluas 435 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 238.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G A/T / MINIBUS Tahun
2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

2. MOTOR, YAMAHA MIO J Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000

3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

25.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 85.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. —

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 763.903.453
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 2.807.403.453

I1l. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.807.403.453
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SALENGKE
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 901764
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.797.050.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/468 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

2. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp.
157.050.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 326 m2/49 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000

4. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI
Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 465.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET SPIN LTZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000

2. MOBIL, NISSAN JUKE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000

3. MOBIL, HYUNDAI CRETA / STYLE Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. A
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 137.999.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 3.430.049.000
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1. HUTANG Rp. 245.035.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.185.014.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUHAMMAD ZAKIR
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK . 665872
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/117 m2 di KAB / KOTA
GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 176.000.000
1. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ===

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 55.446.412

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 881.446.412

. HUTANG Rp. 367.858.872

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 513.587.540
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUKRI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK . 644487
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.248.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 532.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 532.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 103.000.000
4. Tanah Seluas 6.000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 557.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.262.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.262.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 278.500.000
1. MOBIL, ISUZU PANTHER MINIVAN Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 52.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIVAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 225.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 393.500.000
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D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 210.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—ar

Sub Total Rp. 5.130.000.000

. HUTANG Rp. 1.666.251.900

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.463.748.100
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



